
 

 

 

 

 

 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK 

NOMOR  15  TAHUN 2015 

 

TENTANG 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  SIAK 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa 
Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan 
umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah 

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 

tanggal 8 Desember 2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak 

Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

 

 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan 

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4880); 

4. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 130,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

 

 



 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan 
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala Daerah kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4693); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan  Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

 



 

23. Peraturan Pemerintah Nomor  38 Tahun 2007 tentang pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah daerah kabupaten /Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123); 

30. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan  Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A); 

 

 



 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK 

dan 

BUPATI SIAK 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN     

ANGGARAN 2016. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 

(1)   Pendapatan Daerah Rp. 1.898.121.444.208,24  

(2)   Belanja Daerah     Rp. 2.503.621.444.208,24 

Surplus/(Defisit)                Rp.   (605.500.000.000,00)   

(3) Pembiyaan Daerah : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp.    740.000.000.000,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp.        2.500.000.000,00  

Jumlah pembiayaan netto  Rp.    737.500.000.000,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.   132.000.000.000,00 

 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah  Rp.     266.855.553.119,00 

b. Dana perimbangan sejumlah  Rp.  1.439.887.158.259,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah  

 sejumlah  Rp.     191.378.732.830,24 

(2) Pendapatan Asli Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan: 

a. Pajak daerah sejumlah  Rp.    100.112.000.000,00 

b. Retribusi daerah sejumlah  Rp.      15.133.710.000,00 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  

sejumlah  Rp.      65.851.058.598,00 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  

 sejumlah  Rp.      85.758.784.521,00 

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri dari 

jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak  

 sejumlah  Rp.    951.402.577.999,00 



 

b. Dana alokasi umum sejumlah Rp.    248.935.486.000,00 

c. Dana alokasi khusus sejumlah  Rp.    239.549.094.260,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah sejumlah  Rp.               - 

b. Dana Darurat sejumlah  Rp.               - 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah  

     Daerah lainnya sejumlah      Rp.    101.926.101.830,24 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  

 sejumlah  Rp.      82.108.631.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah  

Daerah lainnya sejumlah  Rp.        7.344.000.000,00 

 

Pasal 3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah  Rp. 1.027.524.729.659,24 

b. Belanja Langsung sejumlah  Rp. 1.476.096.714.549,00    

                               

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 
jenis belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah  Rp.    732.673.197.056,24 

b. Belanja bunga sejumlah  Rp.              - 

c. Belanja subsidi sejumlah  Rp.        9.704.734.682,00 

d. Belanja hibah sejumlah  Rp.      38.321.160.500,00 

e. Belanja bantuan sosial sejumlah  Rp.      15.389.360.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten 

/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah  Rp.        1.200.000.000,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi 

/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan  

 Partai Politik sejumlah  Rp.    229.236.277.421,00 

h. Belanja tidak terduga sejumlah  Rp.        1.000.000.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

belanja: 

a. Belanja pegawai sejumlah  Rp.    203.631.894.288,00 

b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp.    642.624.621.943,00 

c. Belanja modal sejumlah  Rp.    629.840.198.318,00 

 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah  Rp.   740.000.000.000,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah  Rp.       2.500.000.000,00                        



 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran  

      Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp.   740.000.000.000,00 

b.   Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.               - 

c.   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

      sejumlah  Rp.               - 

d.   Penerimaan pinjaman daerah sejumlah  Rp.               - 

e.   Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah  Rp.      - 

f.    Penerimaan piutang daerah sejumlah  Rp.               - 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan: 

a.  Pembentukan Dana Cadangan sejumlah  Rp.                - 

b.  Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah  

      sejumlah  Rp.                -                                 

c.   Pembayaran pokok utang pemerintah daerah  Rp.      2.500.000.000,00 

d.   Pemberian pinjaman daerah sejumlah  Rp.                - 
 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I  Ringkasan APBD; 

2. Lampiran II  Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD; 

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan  Kegiatan; 

5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar  Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

7. Lampiran VII   Daftar piutang daerah; 

8. Lampiran VIII  Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

9. Lampiran IX    Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

10. Lampiran X     Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset  lain-lain; 

11. Lampiran XI   Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 



 

12. Lampiran XII   Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.                                                                                                                                                                             

 

Pasal 6 

Bupati Siak menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.  

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Diundangkan di Siak Sri Indrapura 

pada tanggal 31 Desember  2015 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 

 

 

Drs. H. T. S. HAMZAH 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19600125 198903 1 004 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI A 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.94.A/2015 

 

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura           

pada tanggal  30 Desember 2015 

 

BUPATI SIAK, 
 

 

 

 

SYAMSUAR 


